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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT 

 KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR        TAHUN 2026

TENTANG
	
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA 
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2027 DAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA 
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SUMEDANG 
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang 
	:
	a. bahwa Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen rencana tahunan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk menyusun dokumen rencana kerja perangkat daerah perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan

Dokumen Perubahan …. 
Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2026;

	Mengingat 
	:    
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara . . .
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2026 
(Berita Daerah. . .
(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 103 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 1013);
18. Peraturan Bupati Nomor 191 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan dan Peternakan.


	
	
	

MEMUTUSKAN:

	
	
	

	Menetapkan
	:
	KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2027 DAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026.

	KESATU
	:
	Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana terlampir.

	KEDUA
	:        
	Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
b. menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sesuai tahapan dan tata cara yang ditentukan; dan
c. melakukan pengendalian atas penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.                                              

	KETIGA
	:
	Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2026.

	KEEMPAT
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	
	
	



	
	Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal      Januari 2026

BUPATI SUMEDANG,




DONY AHMAD MUNIR







	LAMPIRAN

	KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

	NOMOR
	      TAHUN 2026

	TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2027 DAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SUMEDANG                      TAHUN 2026.





SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2027 DAN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026.

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN
	A. Ketua Tim
	:
	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang

	B. Sekretaris Tim
	:
	Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang

	C. Sekretariat Tim
	:
	

	1. Ketua
	
	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan

	Anggota
	:
	1. GUMILAR, S.Pt.
    (Fungsional Perencana Ahli Muda)
2. YOGI SUHENDI, A.Md.
    (Fungsional Paramedik Veteriner Terampil /Pengelola Program)
3. RIFKI NUR MUHAMAD, S.Kom.
(Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama)
4. DINA NURFADILAH, SM. (Analis Kebijakan Ahli Pertama)
5. MALIYANA ENGKON, S.Sos.
(Penata Layanan Operasional / Pengelola Program)
6. ENENG RATNENGSIH, S.Sos.
(Penata Layanan Operasional / Pengelola Program)

	D. KELOMPOK KERJA I
	:
	Bidang Perikanan

	1. Ketua 
	:
	Kepala Bidang Perikanan
Dinas Perikanan dan Peternakan

	2. Anggota
	:
	1. ASEP KURNIAWAN, S.Pi., MP.
(Kepala UPTD Balai Benih Ikan)
2. YELLIS RINI MULYANI, S.Pi.
(Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama)
3. WISNU HERLAMBANG, S.Pi.
(Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama)
4. HESTI APRIANI, S.Pi.
(Analis Akuakultur Ahli Pertama)
5. SHAUMY WIDIANTIKA HUMAIRA,S.Pi.
(Analis Akuakultur Ahli Pertama)

	E. KELOMPOK KERJA II
	
	Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan 

	1. Ketua 
	:
	Kepala Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan
Dinas Perikanan dan Peternakan

	2. Anggota
	:
	1. RENI MARLINA SARI, S.Pt.
(Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda)
2. FAUZIA ANUGRAHILLAH WAGIANTORO, S.Pi.
(Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama)
3. NURHAYATI JAMILAH, S.Si.
(Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama)
4. RADEN KARTIKA PRATIWI, A.Md.
(Assisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil)
5. ARIF MAULANA, A.Md.
(Assisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil)

	F. KELOMPOK KERJA III
	
	Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

	1. Ketua
	
	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

	2. Anggota
	
	1. ENENG SUMARTINI, S.Pt., MIL.
(Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda) 
2. Drh. LIA INDRAWATI
(Kepala UPTD Rumah Potong Hewan)
3. NOVI SRI WIRASWATI, S.Pt.
(Kepala UPTD Pembibitan Ternak)
4. RANI HARYONO, SE.
(Kepala UPTD Pasar Hewan)
5. Drh. AMALIA SYIFA EL ISLAMY
(Fungsional Paramedik Ahli Pertama)
6. Drh. LAELY FATHUL HIDAYAH
(Fungsional Paramedik Ahli Pertama)
7. UJANG KARNAWIJAYA, S.Pt.
(Fungsional Pengawas Bibit Ahli Pertama)
8. WILMA RIFNITA, S.Pt.
(Fungsional Pengawas Bibit Ahli Pertama)


II. URAIAN TUGAS
A. Ketua Tim mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan setiap tahapan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2026
2. Melaksanakan    pembahasan    bersama    seluruh kelompok kerja dan anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedan Tahun 2027 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2026.
B. Sekretaris Tim mempunyai tugas membantu Ketua dalam koordinasi setiap tahapan penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja  Dinas Perikanan dan Peternakan Sumedang Tahun 2026 kepada seluruh kelompok kerja dan anggota tim.

C. Ketua Sekretariat mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan Penyusunan Dokumen Perubahan Dinas  Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2026 dengan seluruh anggota Tim;
2. Mencermati Dokumen Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan Dokumen Rancangan dan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2026;
D. Anggota Sekretariat mempunyai tugas:
1. Melaksanakan persiapan perumusan dan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2027 dan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2026;
2. Melakukan orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
3. Menyusun agenda kerja tim penyusun renja Perangkat Daerah;
4. Menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
5. Mempedomani Surat Edaran Bupati Sumedang tentang Penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
6. Mempedomani Surat Edaran Bupati Sumedang tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
7. Memfasilitasi penyusunan dokumen rancangan awal, rancangan, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2027 dan penyusunan rancangan, rancangan akhir Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang Tahun 2026;
8. Memfasilitasi pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
9. Menyampaikan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026  kepada Kepala BAPPERIDA Kabupaten Sumedang untuk diverifikasi;
10. Menyempurnakan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi;
11. Menyampaikan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 kepada Kepala BAPPERIDA Kabupaten Sumedang bahan penetapan untuk diajukan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.

E. Kelompok Kerja I Bidang Perikanan
1. Ketua mempunyai tugas 
a. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, subkegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Perikanan dengan seluruh anggota Tim;
b. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, subkegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Perikanan dengan seluruh anggota Tim;
c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan serta anggaran Tahun 2025 lingkup Bidang Perikanan dengan seluruh anggota Tim;
d. Menyusun dan merumuskan permasalahan serta isu strategis Tahun 2025 lingkup Bidang Perikanan dengan seluruh anggota Tim;  
e. Melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Perikanan kepada Sekretariat.
2. Anggota mempunyai tugas
a. Merumuskan usulan program, kegiatan, subkegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Perikanan;
b. Merumuskan usulan program, kegiatan, subkegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Perikanan;
c. Menyusun dan merumuskan permasalahan serta isu strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 lingkup Bidang Perikanan;
d. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).






F. Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan
1. Ketua mempunyai tugas 
a. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, subkegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan dengan seluruh anggota Tim;
b. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, subkegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan dengan seluruh anggota Tim;
c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan, subkegiatan serta anggaran Tahun 2025 lingkup Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan dengan seluruh anggota Tim;
d. Menyusun dan merumuskan permasalahan serta isu strategis Tahun 2025 lingkup Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan dengan seluruh anggota Tim;  
e. Melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:
a. Merumuskan usulan program, kegiatan, subkegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan;
b. Merumuskan usulan program, kegiatan, subkegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan;
c. Menyusun dan merumuskan permasalahan serta isu strategis Tahun 2025 lingkup Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan;
d. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).

G. Kelompok Kerja III Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
1. Ketua mempunyai tugas:
a. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, sub kegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan seluruh anggota Tim;
b. Mengkoordinasikan usulan program, kegiatan, subkegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan seluruh anggota Tim;
c. Melakukan koordinasi hasil evaluasi pelaksanaan program Kegiatan, sub kegiatan serta anggaran Tahun 2025 lingkup Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan seluruh anggota Tim;
d. Menyusun dan merumuskan permasalahan serta isu strategis Tahun 2025 lingkup Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan seluruh anggota Tim;  
e. Melaporkan hasil kegiatan lingkup Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner kepada Sekretariat.

2. Anggota mempunyai tugas:
a. Merumuskan usulan program, kegiatan, subkegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
b. Merumuskan usulan program, kegiatan, subkegiatan serta kerangka pendanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dan penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 lingkup Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
c. Menyusun dan merumuskan permasalahan serta isu strategis pTahun 2025 lingkup Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
d. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja).



BUPATI SUMEDANG,




DONY AHMAD MUNIR
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